
 

 

 

 

 
 

 
BERITA DAERAH 

KOTA TANGERANG SELATAN 
No. 24, 2020 PEMERINTAH        KOTA            TANGERANG         

SELATAN.  

Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Nomor 13 

Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial 
Berskala Besar Dalam Rangka Penanganan Corona Virus 
Disease 2019. 

PROVINSI BANTEN  
PERATURAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN 

NOMOR 24 TAHUN 2020 

TENTANG 

PERUBAHAN KEDUA ATAS  
PERATURAN WALIKOTA NOMOR 13 TAHUN 2020 TENTANG  

PELAKSANAAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR 
DALAM RANGKA PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019  

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA TANGERANG SELATAN, 

Menimbang  : a. bahwa dalam rangka mempersiapkan tatanan normal 

baru bagi masyarakat yang produktif dan untuk 

menyelenggarakan aktivitas keagamaan di rumah 

ibadah, perlu dilakukan perubahan Peraturan Walikota; 

  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 

Walikota tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 

Walikota Nomor 13 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan 

Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka 

Penanganan Corona Virus Disease 2019; 

Mengingat  : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; 

  2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang 

Pembentukan Kota Tangerang Selatan Di Provinsi 

Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2008 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4935); 

SALINAN 
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  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

  4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang 

Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6236); 

  5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang 

Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka 

Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 

(COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia     

Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6487);   

  6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 

tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar 

Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus 

Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 326); 

  7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 

HK.01.07/MENKES/249/2020 tentang Penetapan 

Pembatasan Sosial Berskala Besar Di Wilayah 

Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota 

Tangerang Selatan Provinsi Banten Dalam Rangka 

Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 

(COVID-19); 

  8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 

HK.01.07/MENKES/328/2020 tentang Panduan 

Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus Disease 

2019 (COVID-19) Di Tempat Kerja Perkantoran Dan 

Industri Dalam Mendukung Keberlangusngan Usaha 

Pada Situasi Pandemi; 
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  9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 440-830             

Tahun 2020 tentang Pedoman Tatanan Normal Baru 

Produktif Dan Aman Corona Virus Disease 2019 Bagi 

Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Kementerian 

Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah; 

  10. Peraturan Gubernur Banten Nomor 24 Tahun 2020 

tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar 

Dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 

Menjelang Penerapan Tatanan Normal Baru Di 

Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota 

Tangerang Selatan (Berita Daerah Provinsi Banten 

Tahun 2020 Nomor 25); 

  11. Keputusan Gubernur Banten Nomor            

443/Kep.161-Huk/2020 tentang Penetapan 

Perpanjangan Tahap Ketiga Pembatasan Sosial Berskala 

Besar di Wilayah Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang 

dan Kota Tangerang Selatan Dalam Rangka Percepatan 

Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19); 

  12. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan             

Nomor 9 Tahun 2012 tentang Ketertiban Umum dan 

Ketentraman Masyarakat (Lembaran Daerah Kota 

Tangerang Selatan Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan 

Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 0912); 

  13. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan             

Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 

Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota 

Tangerang Selatan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan 

Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 72); 

  14. Peraturan Walikota Tangerang Selatan                   

Nomor 13 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan 

Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Penanganan 

Corona Virus Disease 2019 (Berita Daerah Kota 

Tangerang Selatan Tahun 2020 Nomor 13) sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Walikota Tangerang 

Selatan Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 19 Tahun 

2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala 

Besar Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 

2019 (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 

2020 Nomor 19);  
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MEMUTUSKAN : 

Menetapkan  : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA 

ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 13 TAHUN 2020 

TENTANG PELAKSANAAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA 

BESAR DALAM RANGKA PENANGANAN CORONA VIRUS 

DISEASE 2019. 

  Pasal I  

Ketentuan dalam Peraturan Walikota Tangerang Selatan 

Nomor 13 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan 

Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Penanganan Corona 

Virus Disease 2019 (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan 

Tahun 2020 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 19 Tahun 

2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Tangerang 

Selatan Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan 

Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka 

Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Berita Daerah             

Kota Tangerang Selatan Tahun 2020 Nomor 19) diubah 

sebagai berikut :   

   1. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

Pasal 11 

(1) Selama pemberlakuan PSBB, masyarakat dapat 

melakukan kegiatan keagamaan di rumah ibadah. 

(2) Kegiatan keagamaan dirumah ibadah dapat 

dilakukan apabila telah memenuhi ketentuan 

protokol pencegahan penyebaran Corona Virus 

Disease 2019 (COVID-19) dan  ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

 

 

   




